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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat terhadap pangan semakin hari semakin
meningkat. Di era globalisasi ini masyarakat dimanjakan dengan kemajuan
teknologi yang semakin canggih. Demikian halnya dengan bisnis mengalami
kemajuan dan peningkatan yang sangat pesat. Dalam menjalankan suatu
bisnis tentunya para pihak melakukan suatu perjanjian dengan
memperhatikan kesepakatan para pihak demi terwujudnya syarat sahnya
perjanian. Syarat sah nya perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berisi empat hal yaitu, sepakat mereka yang
mengikatkan diri, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, suatu hal
tertentu, suatu sebab yang halal. Dewasa ini timbul perjanjian waralaba yang
membutuhkan payung hukum kepastian hukum dan demi melindungi para
pihak terjun di dunia bisnis maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini
bertujuan demi mewujudkan rasa keadilan sosial dan adanya kepastian
hukum didalam kehidupan masyarakat luas.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, para bisnis dan
orang-orang yang ingin terjun langsung di dunia bisnis hendaknya terlebih

dahulu mengetahui dan memahami hukum bisnis secara detail agar bisnis



yang ditekuni berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi dirinya dan
menyejahterakan masyarakat pada umumnya.*

Mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya ialah salah satu tujuan suatu
negara tidak terkecuali Indonesia. Pembangunan di bidang perekonomian
menggambarkan salah satu cara mencapai kesejahteraan masyarakat, karena
seiring pertumbuhan dibidang perekonomian kearah yang lebih baik maka
akan muncul lapangan-lapangan pekerjaan baru, investasi-investasi yang
dapat menjadi solusi permodalan, dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Apalagi melihat kondisi ekonomi bangsa indonesia saat
ini yang tidak stabil, karena dampak dari krisis global dan juga banyak terjadi
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran seperti yang ramai di
beritakan di media elektronik maupun cetak. Karena adanya hal tersebut
sudah tentu mengakibatkan bertambahnya daftar pengangguran di Indonesia,
serta mempersempit peluang kerja bagi masyarakat.

Salah satu cara untuk meningkatan perekonomian masyarakat ialah
dengan melakukan wirausaha, karena wirausaha akan membuat masyarakat
menjadi mandiri dan melalui wirausaha masyarakat akan mampu membuka
peluang untuk dirinya sendiri dan selain itu juga menarik keuntungan dari
peluang yang tercipta tersebut. Bahkan dengan wirausaha dapat menciptakan
peluang kerja bagi orang lain yang ada disekitar usaha tersebut. Karena itulah
sebabnya pemerintah menganjurkan bagi masyarakat untuk menjadi

wirausahaan.

Syahrin Naihasy, Hukum Bisnis (Busines Law), Mida Pustaka, Yogyakarta, 2005, him.8



Banyak cara menjadi wirausahawan, antara lain dengan mendirikan
bisnis sendiri atau membeli sistem bisnis yang sudah jadi. Setiap pilihan
mempunyai kelebihan dan kekurangan mendirikan bisnis sendiri mempunyai
kelebihan dalam hal pengaturan yang dapat disesuaikan pada keinginan
pemilik bisnis, sedangkan kekurangannya ialah sistem bisnis belum berjalan,
pasar belum ada, sehingga sering terjadi bisnis baru dibangun akhirnya gagal.
Jika membeli sistem bisnis yang sudah jadi mempunyai kelebihan bahwa
sistem bisnis sudah tercipta serta siap pakai, pembeli bisnis tinggal
melaksanakan saja didalam sitem yang sudah ada itu. Demikan pula pada
pasar juga sudah ada, sehingga pemilik bisnis tersebut tidak akan kesulitan
waktu memasarkan produknya. Namun saat membeli sistem bisnis juga
terdapat kelemahan antara lain bahwa pembeli sistem tersebut tidak memiliki
keleluasaan menjalankan bisnis, sebab telah ada aturan-aturan baku yang
dibuat untuk pemilik sistem bisnis tersebut.

Akan tetapi membeli sistem bisnis yang sudah jadi ternyata lebih
diminati bagi kalangan di masyarakat yang ingin mencoba peruntungannya di
dunia bisnis maupun untuk pengusaha yang ingin melebarkan investasi
bisnisnya. Membeli sistem bisnis yang sudah jadi disebut juga menggunakan
sistem bisnis waralaba atau franchise. Dalam bisnis waralaba sebutan untuk
pemberi waralaba disebut dengan franchisor, sedangkan penerima waralaba
disebut dengan franchise.

Zaman franchise modern baru dimulai pada akhir tahun pada tahun 1940-

an dan awal tahun 1950-an, hal ini terlihat dari perkembangan beberapa usaha



franchise di Amerika Serikat seperti Mc Donald’s (1995), Kentucky Fried
Chicken (1952), Carvel Ice Cream (1945), Jhon Robert Power (1955). Sejak
tahun 1972 sampai dengan tahun 1998, usaha franchise mengalami
peningkatan yang sangat pesat di Amerika Serikat, hal ini tampak dari
banyaknya usaha franchise yang berkembang di negara tersebut, jumlah unit
usaha franchise yang berkembang di Amerika Serikat sebanyak 368.458 unit
usaha, selain itu di negara lain juga telah berkembang unit usaha franchise
seperti Australia sebanyak 10.303 unit usaha, Kanada sebanyak 45.000 unit
usaha, Jepang sebanyak 102.397 unit usaha, serta Inggris sebanyak 16.600
unit usaha.?

Saat ini bisnis franchise banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, hal
ini disebabkan karena franchise merupakan suatu kegiatan bisnis dengan
konsep memberi hak (lisensi) kepada franchise untuk menjual produk atau
jasa menggunakan merek, identitas dari sistem yang dimiliki franchisor,
dengan demikian memiliki keunggulan dapat membuat masyarakat yang
tertarik membangun usaha franchise dengan meraup keuntungan besar. 3

Dalam Pasal 1 ayat (1) PP Rl No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba
menyebutkan bahwa waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang
perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha
dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil
dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan

perjanjian waralaba. Sedangkan dalam ayat (2) memberi pengertian pemberi

2 Salim H.S, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2003, hal 167
3 Sonny Sumarsono, Manajemen Bisnis Waralaba, Graha llmu, Yogyakarta, 2009, hal 6



waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak
untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya
kepada penerima waralaba pada ayat (3) penerima waralaba adalah orang
perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak untuk memanfaatkan
dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.

Kepastian hukum akan format waralaba di Indonesia dimulai pada
tanggal 18 Juni 1997, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 1997 tentang Waralaba, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1997 dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2007 tentang Waralaba dimaksudkan untuk lebih memberikan
kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi pemberi waralaba dan
penerima waralaba dalam memasarkan produknya.*

Dengan demikian, waralaba merupakan suatu sistem bisnis dalam rangka
memasarkan barang dan/atau jasa yang harus memiliki suatu Kriteria tertentu,
dan diberikan kepada pemberi waralaba atau disebut dengan franchisor, dan
penerima waralaba atau disebut dengan franchise. Kriteria tertentu yang
dimaksudkan adalah syarat mutlak untuk adanya waralaba, kriteria tersebut
ialah sebagai berikut:

1. Memiliki ciri khas usaha;

Artinya suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang

tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat

konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud. Misalnya, sistem

4 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, Edisi Revisi, Cet. Ke 6, 2012, hal 157



manajemen, cara penjualan dan pelayanan, atau penataan atau cara
distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemberi waralaba.
Terbukti sudah memberikan keuntungan;

Maksudnya bahwa usaha tersebut berdasarkan pengalaman pemberi
waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah
mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam
perjalanan usahanya, terbukti masih bertahan dan berkembangnya usaha
tersebut dengan menguntungkan.

Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang
ditawarkan yang dibuat secara tertulis;

Yang dimaksud dengan standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa
yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis adalah standar secara tertulis
supaya penerima waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka
kerja yang jelas dan sama (Standar Operational Procedure).

Mudah diajarkan dan diaplikasikan;

Maksudnya usaha tersebut mudah dilaksanakan sehingga penerima
waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai
usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan
bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang
diberikan oleh pemberi waralaba.

Adanya dukungan yang berkesinambungan;

Yaitu dukungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba secara

terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.



6. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar;

Merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti

merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, sudah didaftarkan dan

mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instasi
yang berwenang.

Hubungan hukum antara franchisor ditandai dengan ketidakseimbangan
kekuatan tawar-menawar (unequal bargaining power), perjanjian franchise
merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh franchisor dan menetapkan
syarat-syarat dan standar yang harus diikuti oleh franchise yang
memungkinkan franchisor dapat membatalkan perjanjian jika dia menilai
franchise tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan di dalam perjanjian
dicantumkan kondisi-kondisi bagi pemutusan perjanjian, seperti kegagalan

memenuhi standar pengoperasian.

Dalam menjalin kerjasama waralaba atau franchise antara pemilik
waralaba dan penerima waralaba membuat perjanjian secara tertulis. Hal ini
disesuaikan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 dan
pasal Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 12/M-
DAG/PER/3/2006 yang telah menentukan bahwa bentuk perjanjian waralaba
atau franchise, yaitu bentuknya tertulis. Perjanjian ini apabila dibuat dalam
bentuk asing harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya
berlaku hukum Indonesia. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 5 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor: 12/M-DAG/PER/3/2006 bahwa:



Sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba wajib memberikan
keterangan tertulis, mengenai data atau informasi usahanya dengan benar

kepada penerima waralaba yang paling sedikit memuat:

1. Identitas pemberi waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan
usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba satu tahun terakhir

2. Hak kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha yang menjadi
objek waralaba disertai dokumen pendukung

3. Keterangan tentang kriteria atau persyratan-persyaratan yang harus
dipenuhi penerima waralaba termasuk biaya investasi

4. Bantuan atau fasilitas yang diberikan pemberi waralaba dan penerima
waralaba

5. Hak dan kewajiban antara pemberi waralaba dan penerima waralaba

6. Data atau informasi lain yang perlu diketahui oleh penerima waralaba
dalam rangka pelaksanaan perjanjian waralaba selain huruf (a) sampai

dengan huruf (f)

Perjanjian waralaba atau franchise pada dasarnya dapat diartikan sebagai
suatu peristiwa peminjaman atau pemanfaatan hak kekayaan intelektual serta
sistem bisnis oleh pihak franchisee dari franchisor atau pemegang kuasa hak
intelektual berdasarkan perjanjian franchise. Sebagaimana dalam kontrak
lisensi, pada kontrak franchise pemegang waralaba (franchisee) wajib
membayar sejumlah royaliti untuk penggunan merek dagang dan proses
pembuatan produk yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. selain

membayar royaliti, pemegang franchise juga dikenakan kewajiban yang telah



ditetapkan oleh franchisor untuk mendesain perusahaannya sedemikian rupa

sehingga menyerupai dengan desain franchisor.’

Dalam suatu bisnis franchise pada umumnya salah satu kendalanya
adalah pada masalah suplai bahan baku produksi yang telah ditetapkan
dan disamakan oleh pemilik franchisor, misalnya bumbu yang mesti
diambil dari produsen khusus ataupun dari franchisor itu sendiri dan
bertujuan supaya setiap gerai memiliki standar produk yang sama.
Berkaitan dengan bahan baku ini tidak jarang muncul permasalahan
berupa keterlambatan pengiriman, sehingga mengganggu Kkinerja
produksi franchise.

Sebelum melakukan usaha waralaba atau franchise ini dilaksanakan
terlebih dahulu dibuat perjanjian secara tertulis untuk menerangkan hak dan
kewajiban serta kedudukan masing-masing pihak dan tentang ketentuan-
ketentuan mengenai sistem usaha waralaba atau frnchise. Masalah kemudian
munculnya sehubungan dengan pelaksanaan waralaba atau franchise karena
adanya kekhawatiran akan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara
pemilik waralaba (franchisor) dengan penerima waralaba (franchisee).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk
menulis skripsi berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA
DI OUTLET KHAB KHUN SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka
penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian franchise antara pemberi waralaba

dengan penerima waralaba di outlet Khab Khun Semarang?

5 https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/02/09/tinjauan-tentang-perjanjiankontrak-
franchise-waralaba/ diakses pada tanggal 25 Agustus 2019, pukul 14:30 WIB

6 https://infopeluangusaha.org/3-masalah-yang-sering-menimpa-usaha-sistim-wralaba/
diakses pada tanggal 08 Oktober 2019, pukul 14:24 WIB


https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/02/09/tinjauan-tentang-perjanjiankontrak-franchise-waralaba/
https://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/02/09/tinjauan-tentang-perjanjiankontrak-franchise-waralaba/
https://infopeluangusaha.org/3-masalah-yang-sering-menimpa-usaha-sistim-wralaba/

Bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian
waralaba di outlet Khab Khun Semarang?
Bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa antara pihak pemberi

waralaba dengan pihak waralaba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah

penulis utarakan, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1.

Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian waralaba
antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba di outlet khabkhun
Semarang.

Dapat memberikan gambaran dan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di
bidang hukum perdata, khususnya mengenai hukum perjanjian dilihat
dari segi kedudukan dan tanggung jawab penerima dan pemberi waralaba
dalam perjanjian waralaba.

Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum jika terjadi
sengketa dalam pelaksanaan perjanjian waralaba di outlet khabkhun

Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang positif, adapun

manfaat yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini ialah sebagai

berikut:

1.

Manfaat teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini ialah sebagai berikut :
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a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengajaran untuk
memahami dan mencari jawaban tentang kedudukan dan tanggung
jawab penerima waralaba dalam melaksanakan perjanjian waralaba.

b. Dapat memahami dan mencari jawaban tentang pelaksanaan
perjanjian yang dilakukan oleh pemberi waralaba dengan penerima
waralaba di outlet Khab Khun Semarang.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Bagi mahasiswa
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan  mengenai
perlindungan hukum pada perjanjian waralaba di outlet khabkhun
Semarang.

b. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada
masyarakat umum mengenai perjanjian waralaba khususnya para

pelaku bisnis yang tertarik untuk menjalankan bisnis waralaba.

E. Terminologi
1. Perjanjian
Menurut M. Yahya Harahap berpendapat bahwa suatu perjanjian adalah
suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang
memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi

dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.’

" Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 2
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2. Waralaba

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007
tentang Waralaba menyebutkan bahwa Waralaba adalah hak khusus yang
dimiliki oleh seseorang atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan
ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang
telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh
pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Dengan demikian, waralaba adalah suatu sistem bisnis dalam rangka
memasarkan barang dan/atau jasa yang harus memiliki suatu kriteria
tertentu, dan diberikan kepada “Pemberi Waralaba” dan ‘“Penerima
Waralaba”.?

Khab Khun

Khab Khun merupakan merek produk minuman thai tea yang berada di
daerah Semarang. Berdiri dari tahun 2017 dan kantor pusat Khab Khun

beralamat di jalan Peleburan Barat No.2A Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

1.

Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang di gunakan adalah menggunakan sudut
pandang yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah
mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial
yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.® Pendekatan

ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan

8 Ibid, hal 157
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2010, hal 51
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hukum secara empiris dengan jelas turun langsung ke objeknya yaitu
mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Pada Outlet Khab Khun
Semarang.
2. Spesifikasi penelitian
Penelitian ini lebih spesifikasi dengan melakukan penelitian
deskriptif analisis, karena peneliti berkeinginan untuk menggambarkan
atau memaparkan atas subyek dan objek penelitian, yang kemudian
menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian
tersebut.®
3. Sumber dan Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
data sekunder.
a. Data primer
Data primer yaitu data yang perolehannya dari hasil penelitian
empiris, yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, selanjutnya
teknik yang digunakan dalam pengambilan data primer yaitu
wawancara dengan Pemilik Khabkhun Semarang.
b. Data sekunder
Data sekunder ini diperoleh dengan studi literature yang dilakukan
terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan

selanjutnya dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan

10 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris”, Pustaka Pelajar, yogyakarta, 2010, hal 183
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dengan penelitian ini. Data sekunder yang diteliti meliputi bahan-

bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 3 yaitu :

1) Bahan Hukum Primer, vyaitu bahan-bahan hukum yang

2)

3)

mengikat, terdiri dari :

a)

b)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang
Waralaba yang diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan

dengan materi penulisan hukum ini

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan

bagi bahan hukum primer yang terdiri dari :

a)

b)

Buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian
ini

Laporan hasil penelitian yang terkait dengan perjanjian
waralaba atau franchise

Dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah waralaba

atau franchise

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan

petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, yang terdiri dari :

a)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
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b) Kamus Hukum

4. Tenik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya

pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a.

Studi lapangan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
lapangan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman
wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian
beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan
dan penjelasan lebih lanjut. Kemudian wawancara dilakukan dengan
owner Khabkhun Semarang, untuk memperoleh data mengenai
proses perjanjian waralaba antara pemberi waralaba dengan
penerima waralaba di outlet Khabkhun Semarang.

Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait
dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi
kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier.

Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor pusat Khab khun Semarang, yang

beralamat di jalan Peleburan Barat No. 2A Kota Semarang.

5. Analisis data
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis naratif
dimana dalam proses pengambilan data ini dilakukan dengan cara
wawancara. Dimana subyek dalam penelitian ini ialah pemilik khabkhun

Semarang.
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